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ABSTRAK
Permasalahan kejahatan tindak pidana perzinahan telah menjadi
permasalahan bangsa Indonesia. Tindak pidana perzinahan tentunya dapat
mengakibatkan kerusakan moral di setiap anak bangsa Indonesia.
Permasalahan tindak pidana perzinahaan telah mengancam masyarakat dan
bangsa sehingga menjadi suatu kejahatan yang sangat menganggu moral.
Pejabat dan masyarakat yang tak bermoral akan menghancurkan moral dan
etika manusia didalam kehidupan. Banyak pejabat yang melakukan tindak
pidana perzinahan dengan melakukan tindak pidana lain demi melakukan
perzinahan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat jurnal
ilmiah berjudul “PENERAPAN SISTEM PEMIDANAAN DALAM
TINDAK PIDANA PERZINAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA MATERIIL DI INDONESIA”
Terkait Jurnal ilmiah ini, penulis menjelaskan permasalahan bagaimana
penerapan hukum pidana mengenai pengaturan tindak pidana perzinahan di
Indonesia dan bagaimana sistem hukum pidana mengenai pengaturan tindak
pidana perzinahan di Indonesia.
Metode penelitian dalam jurnal ilmiah ini dilakukan dengan
pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap
permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada
norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
Data yang digunakan dalam jurnal ilmiah ini adalah data sekunder.
Adapun hasil penulisan ini adalah dalam penerapan Kitab Undang-
undang Hukum Pidana agar lebih efektif, maka diperlukan adanya perubahan
undang-undang dan ketegasan dari aparat penegak hukum. Generasi muda
adalah calon penerus bangsa, calon yang memimpin bangsa ini, oleh karena
itu  agar jangan sampai terjebak dengan tindak pidana perzinahan maka yang
diperlukan adalah merubah undang-undang agar ancaman hukumannya
diperberat dan hakim dalam memutuskan tindak pidana perzinahan dengan
hukuman maksimal.
Kata kunci: Tindak pidana perzinahan, penerapan peraturan, perubahan
aturan.
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A. PENDAHULUAN
Sejak lahirnya negara republik Indonesia dengan proklamasi
kemerdekaannya, serta ditetapkannya undang-undang dasar 1945 (disebut UUD
1945) sebagai konstitusinya, maka terbentuklah pula sistem norma hukum negara
republik Indonesia. Undang-undang dasar atau konstitusi adalah bagian dari tata
hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi dapat juga
dikatakan sebagai bagian dari tata hukum. Hans Kelsen mengatakan bahwa . . .
the constitution is the highest level within national law (konstitusi memiliki
kedudukan yang tertinggi dalam tata hukum nasional)1. Undang-undang dasar
atau konstitusi adalah karya (produk) manusia. Sebagai produk manusia, undang-
undang dasar atau konstitusi mencerminkan keadaan dan kondisi jamannya
sehingga tidak luput dari kelemahan atau tidak sempurna. Suatu undang-undang
dasar merupakan produk dari masanya. Apa yang tercantum di dalamnya tidak
dapat dilepaskan dari kenyataan-kenyataan yang dialami serta dihayati oleh para
penyusun serta pembentuknya2. Kemudian apa yang dituangkan dalam undang-
undang dasar bersifat nisbi. Hal ini disebabkan tidak mutlaknya manusia3.
Pasal 28  butir g ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “ Setiap orang berhak
atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda
yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman”. Dalam hal ini setiap
masyarakat yang berada di Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum,
diri, keluarga dari pemerintah.  Norma yang mengatur tentang ini sangat jelas di
dalam pasal diatas tersebut. Apabila dibandingkan dengan teori jenjang norma
(stufentheori) dari Hans Kelsen dan teori jenjang norma hukum (die theori vom
stufentordnung der rechtsnormen) dari Hans Nawiasky terdahulu, dapat melihat
adanya cerminan dari kedua sistem norma tersebut dalam sistem norma hukum
negara republik Indonesia. Dalam sistem norma hukum negara republik
Indonesia, norma-norma hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem yang
berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang sekaligus berkelompok-kelompok, di mana
suatu norma itu selalu berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih
1 Hans Kelsen, General Theory of Law and State (New York, 1961), page 124.
2 Sri Soemantri Martosoewignjo, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi (Bandung,
1986), hlm 4.
3 Ibid.
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tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara
(staatsfundamentalnorm) republik Indonesia, yaitu Pancasila4. Setelah Pancasila,
norma dibawahnya yaitu UUD 1945, undang-undang dan seterusnya.
Sistem negara Indonesia dalam norma negara hukum dilakukan oleh
pemerintah untuk mengatur masyarakatnya dalam permasalahan perlindungan
pribadi, keluarga dari perilaku yang menyimpang terhadap martabat diri seseorang
terutama terhadap perempuan yang disebut perzinahan , yang diatur dalam kitab
undang-undang hukum pidana. Perzinahan adalah suatu perbuatan yang dilarang
baik hukum Tuhan maupun hukum manusia sejak dahulu. Namun di Indonesia
hukum yang dapat melarang perbuatan perzinahan ini sangat lemah dan tidak
mewakili kehendak masyarakat secara umum. Dalam KUHP Pasal 284 ayat (1)
menentukan bahwa perbuatan zina dapat diancam dengan pidana penjara sembilan
bulan, baik pelaku yang sudah kawin maupun bagi orang yang turut melakukan
perbuatan itu, akan tetapi dalam ayat (2) dari pasal ini menyatakan harus ada yang
melaporkan kepada pihak yang berwajib. Problema dalam Pasal ini membuat
peneliti ingin menggali apa saja kelemahan dan kendala penegak hukum untuk
membasmi perzinahan yang selama ini tidak dapat ditegakkan, bahkan polisi tidak
dapat menahan pelaku zina.
Untuk penelitian ini maka peneliti mencoba melihat dari dasar dan
landasan yang dapat menjerat pelaku zina itu sendiri secara mendalam dan juga
peneliti lihat dari landasan dan ancaman dari hukum-hukum lain sebagai studi
perbandingan yang nantinya dapat menjabarkan kebijakan-kebijakan peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku serta seberapa jauh tingkat keberhasilan
serta seberapa jauh perbedaan dan persamaan KUHP yang masih berlaku saat ini
dengan rancangan KUHP.
Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam mengatur tindak
pidana perzinaan itu sendiri sesuai pergaulan antara laki-laki dan perempuan di
Indonesia sekarang telah terjadi kerusakan moral, yaitu pelanggaran kejahatan
asusila dimana-mana. Pelanggaran tindak pidana perzinaan tersebut terjadi
4 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang Undangan Dasar-Dasar dan
Pembentukannya , Kanisius, Yogyakarta, 1998, Hlm 39.
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disebabkan pandangan kebanyakan masyarakat telah berubah kiblatnya yaitu telah
berkiblat kepada kelakuan dan prilaku kebarat-baratan, termasuk soal pergaulan
antara laki-laki dengan perempuan. Akhirnya mereka berani melakukan hubungan
badan (zina) tanpa perikatan pernikahan.
Pejabat dan masyarakat berani melakukan hubungan badan (zina) tanpa
perikatan pernikahan, banyak ditemukan kerusakan rumah tangga yang bercerai di
Pengadilan Agama dengan alasan salah satu pihak (Suami/istri) telah melakukan
perzinahan dengan orang lain, yang akhirnya pihak yang tercemar atau yang
kecewa akan pasangannya yang telah berbuat zina dengan memutuskan untuk
bercerai saja, daripada menuntut pasangannya dengan ke pihak yang berwajib
dengan tuntutan tindak pidana perzinahan secara hukum pidana.
Sistem hukum pidana tentang tindak pidana yang ada di Indonesia
memandang berbeda terhadap delik perzinahan sebagai bagian dalam delik-delik
mengenai kesusilaan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan cara pandang dan nilai-
nilai yang melatarbelakanginya. Sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat
yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan. Perzinahan akan dipandang
sebagai sebuah bentuk perbuatan yang bisa tergantung kemauan tiap individu.
Perzinahan akan dipandang tercela jika hal itu dilakukan dalam bingkai
perkawinan dan bukan dianggap sebagai pelanggaran kejahatan terhadap hukum
Tuhan yang harus dibasmi. Usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia yang
didengung-dengungkan selama ini, diharapkan banyak membuat perubahan-
perubahan baru mengenai kelemahan aturan pidana mengenai delik perzinahan
sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUHP5.
Pembaharuan hukum dalam Rancangan KUHP sejak dikeluarkan pada
tahum 1964, tentang aturan delik perzinahan mengalami perubahan signifikan.
Setelah dikaji lagi, pembahasan secara positifistik tersebut ternyata memperjelas
pemahaman, bahwa delik perzinahan sebagaimana yang disebutkan diatas
memiliki banyak kelemahan secara moriil. Nilai dasar yang dipakai dalam
membentuk Pasal 284 KUHP berbeda sama sekali dengan konsep nilai di
5 Moeljatno, Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Edisi Baru,
Penerbit Bumi Aksara Jakarta, Cet ke 18 Februari 1994, Hlm 124.
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masyarakat Indonesia mengenai zina itu sendiri. Jelas sekali perbedaan pandangan
demikian berimbas pada perbedaan pengaturan zina dalam hukum pidana.
Menurut pasal 284 KUHP, zina hanya dapat terjadi bila persetubuhan antara
kedua orang pelaku (pria dan wanita) atau salah satu dari keduanya telah terikat
perkawinan dengan orang lain. Sedangkan persepsi masyarakat tidak
mempersoalkan apakah pelaku zina sudah berkeluarga atau belum, bagi
pria/wanita yang melakukan perbuatan zina itu tetap dikategorikan sebagai pelaku
zina6. Ditinjau dari segi sanksi yang terdapat dalam Pasal 284 tentang
pelanggaran kejahatan zina tersebut seolah-olah sanksi bagi pelaku tindak pidana
perzinahan yang diatur dalam hukum pidana kita tidak memberi efek jera dalam
miminimalisir terjadinya tindak pidana dimaksud, bahkan menurut pengamatan
peneliti justru ada banyak kelemahan dari keberadaan aturan tindak pidana
perzinahan yang ada dalam hukum pidana materiil kita (KUHP), yang banyak
memberi peluang (dijadikan kesempatan) kepada laki-laki/perempuan yang telah
menikah untuk berzinah.
Hukum pidana materiil kita yang telah terkodifikasi menjadi kitab undang-
undang hukum pidana, menempatkan tindak pidana perzinahan sebagai sebuah
kejahatan, sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUHP, yang mengatur tentang
perzinahan terdiri dari lima ayat, namun pada kesempatan ini peneliti ingin
mengajak kita semua untuk mencoba mencermati dan menganalisa Pasal 284 ayat
(1) dan (2) KUHP karena memang pasal ini yang kerap dilanggar (lazim terjadi)
dan diterapkan kepada pelaku perzinahan dalam tindak pidana perzinahan, yang
berbunyi : Pasal (1) “Dihukum penjara selama-lamanya sembilan (9) bulan”, (a)
“Seorang pria yang rela kawin dengan melakukan gendok (overspel) padahal
diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya” (b) “ Seorang wanita yang telah
kawin melakukan gendok”. Dalam ayat (2) dari pasal ini berbunyi : “Tidak
dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan
bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan
diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah ranjang karena alasan itu juga7.
6 Masyuk Zuhdi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jakarta. Bumi Aksara, 1996. hlm
35.
7 Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)
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Tindak pidana perzinahan terus dilakukan oleh pejabat atau masyarakat yang
dilaknat oleh Tuhan.
Masyarakat dan pejabat yang terkena tindak pidana perzinahan sampai
tahun 2017,antara lain : (1) Anggota DPRD Bengkulu cantik dengan salah satu
dosen yang bergelar Doktor tertangkap pada kamis 26 Januari 20178; (2) Oknum
perwira Polda dengan Polwan di Lampung pada 29 Maret 20179.
Seorang anggota DPRD Bengkulu cantik tertangkap oleh polisi berzina
dengan seorang dosen. Anggota DPRD tersebut dilaporkan oleh istri dari dosen
tersebut. Kemudian seorang oknum perwira polisi di polda Lampung berzina
dengan bawahannya yang berprofesi polwan. Suami dari polwan tersebut diam-
diam memantau dan akhirnya melaporkan kepada kepolisian dan akhirnya
tertangkap. Begitu rendahnya moral pejabat yang melakukan tindak pidana
perzinaan. Banyak sekali pejabat dan masyarakat biasa melakukan perzinahan
walaupun sudah ada norma hukumnya.
Masyarakat maupun pejabat seperti contoh kasus diatas telah banyak yang
ditangkap dikarenakan melakukan perzinahan. Masing-masing keluarga
mengetahui dan melaporkan kepada penegak hukum agar pasangannya yang
melakukan tindak pidana perzinahan di proses hukum. Tindak pidana perzinahan
dapat diartikan dalam kitab undang-undang hukum pidana Pasal 284 tersebut
bersifat delik aduan absolut, bila pihak keluarga yang tercemar/kecewa tidak
mengadu dan melapor maka tindakan asusila tersebut tidak bisa diproses.
Akibatnya perzinaan semakin merajalela, padahal perbuatan tersebut sangat
dilaknat Tuhan.
Upaya penanggulan kejahatan perzinahan senantiasa menjadi pembicaraan
yang menarik bagi banyak kalangan, khususnya ahli hukum pidana dan
kriminologi. Dalam hukum pidana ada pembicaraan mengenai nilai dan norma,
yakni larangan atau suruhan, dan ada sanksi atas pelanggaran nilai dan norma itu
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menjadi bagian penting dengan kajian penologinya yang memberikan perhatian
pada pengendalian dengan sistem sanksi pidana. Kejahatan kesusilaan perlu
mendapatkan kajian serius mengingat kerugian yang ditimbulkan. Kerugian
tersebut dapat terjadi pada individu, masyarakat maupun terhadap negara sehingga
perlu diatasi cara penanggulangan dan mengatasinya. Salah satu indikator faktor
terpenting dalam penilaian dan parameter baik buruknya sebuah negara hukum
adalah mengenai sistem hukum pidana. Mengingat permasalahan-permasalahan
hukum yang terjadi di masyarakat atau institusi tidak terlepas dari hubungannya
dengan hukum pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan perbaikan
terhadap sistem hukum pidana menjadi keharusan sebagai implementasi dari suatu
sistem negara hukum, disamping untuk tercapainya tujuan hukum pidana itu
sendiri.
Menurut Moeljatno hukum pidana adalah : Bagian dari keseluruhan
hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-
aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang
dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi
barang siapa melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal apa
mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi
pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan menentukan dengan cara
bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang
disangka telah melanggar larangan10. Sedangkan tujuan pidana bagi bangsa
Indonesia adalah agar supaya dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa cita-cita
bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Pancasila jangan dihambat dan
dihalangi oleh tindak pidana, sehingga baik negara Indonesia, masyarakat, badan-
badan maupun warga negara republik Indonesia serta penduduk lainnya mendapat
pengayom11.
10 http://www.referensimakalah.com/2012/08/pengertian hukum pidana menurut
pakar.html.
11 Djoko Sumaryanto,Pembalikan beban pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam rangka
pengembalian kerugian keuangan Negara, Jakarta:PT Prestasi Pustakaraya, hlm 108
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Berdasarkan uraian diatas peneliti hendak meneliti dan menganalisa
permasalahan apa saja sehingga tindak pidana perzinahan sulit dituntut, dengan
rumusan sebagai berikut : (a) Apakah Pasal 284 KUHP dapat menanggulangi
kejahatan perzinahan dengan melalui delik aduan absolut dan bagaimana
efektifitas sanksi-sanksi yang diterapakan selama ini ? (b) Bagaimana kebijakan-
kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perzinahan agar membuat efek
jera terhadap pelaku zina ?
a. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan menganalisa apa saja yang menjadi penghalang
tegaknya hukum tindak pidana perzinahan selama ini dengan delik aduan
absolute tersebut.
2. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan hukum dalam Rancangan KUHP
khususnya mengenai Pasal-pasal Tindak Pidana Perzinahan sehingga
dapat membuat jera pelaku perzinahan.
b. METODE PENELITIAN
1. Metoda Penelitian
Metoda penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan
pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap
permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu
pada norma-norma hukum yang terdapat dalam  peraturan perundang-
undangan12.
2. Data dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.
Data sekunder yang dimaksud oleh penulis adalah sebagai berikut:
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang
mengikat, terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, peraturan
perundang-undangan berupa Kitab Undang-Undang Hukum
12 Soerjono Soekanto, Sri mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta:Rajawali Press,
2010, hlm 12.
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Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP)  dan yang berkaitan dengan permasalahan kebijakan
hukum pidana terhadap pengaturan tindak pidana narkotika di
Indonesia.
b. Bahan hukum sekunder berupa buku yang berkaitan dengan
tindak pidana narkotika, artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-
laporandansebagainya.
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang
mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder seperti
kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, serta
bahan-bahan diluar bidang yang relevan dan dapat digunakan
untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi
ini.
3. MetodePengumpulanData
Penulisan penelitian ini menggunakan metode pengumpulan
data yakni library research (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian
yang dilakukan dengan menggunakan data dari berbagai sumber
bacaaan seperti peraturan perundang- undangan, buku-buku, majalah,
dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan
dibahas penulis dalam jurnal ini.
4. AnalisisData
Analisis data yakni dengan analisis secara kualitatif. Data
sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menjawab
permasalahan dalam jurnal ini.
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B. PEMBAHASAN
1. Konsep Perbuatan Zina Sebagai Tindak Pidana Menurut Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, zina (overspel)
diatur dalam pasal 284 dan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.
Delik-delik kesusilaan dalam KUHP terdapat dalam dua bab, yaitu Bab XIV
Buku II yang merupakan kejahatan (zina dan sebagainya yang berhubungan
dengan perbuatan cabul dan hubungan seksual, pasal  284-dan Bab VI Buku III
yang termasuk jenis pelanggaran (mengungkapkan atau mempertunjukkan
sesuatu yang bersifat porno, pasal 532-535)13. KUHP yang sejatinya adalah
produk hukum peninggalan zaman kolonial merupakan buah pemikiran para
sarjana Belanda sebagaimana kata overspel itu sendiri diartikan menurut Kamus
Besar Bahasa Belanda Van Dale dan dilengkapi dengan pendapat Noyon-
Langemayer yang mengatakan bahwa perzinahan hanya dapat dilakukan oleh
orang yang menikah saja yakni, overspel menurut Noyon-Langemayer yang
menegaskan bahwa overspel kan aller door een gehuwde gepleegd  woorden;  de
angehuwde met wie het  gepleegd  wordt is volgent de wet medepleger, yang
artinya perzinahan hanya dapat dilakukan oleh orang yang menikah; yang
tersangkut dalam perbuatan itu adalah turut serta (medepleger).
Melihat ketentuan Pasal 284 sedemikian rupa, maka perbuatan zina
(overspel) yang dapat dikenai sanksi pidana menurut KUHP adalah :
Persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria yang sudah menikah
dengan seorang wanita yang bukan istrinya dan sudah menikah. (a) Persetubuhan
yang dilakukan oleh seorang pria yang sudah menikah dengan seorang wanita
yang masih lajang. Dalam hal pasangan yang disetubuhi belum menikah, maka
hanya dianggap sebagai peserta pelaku (medepleger). (b) Persetubuhan yang
dilakukan oleh seorang pria yang masih lajang dengan seorang wanita yang
sudah menikah.
Adapun hal-hal yang dapat yang menjadi pengecualian dalam pasal 284
13 Ahmad Bahiej, Tinjauan Yuridis atas Perzinahan (overspel) dalam Hukum Pidana
Indonesia, tanpa tahun,Yogyakarta.
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yakni : (a) Persetubuhan dilakukan oleh mereka yang tidak terikat dalam
perkawinan. Apabila pasangan ini belum menikah kedua- keduanya, maka
persetubuhan mereka tidak dapat dikualifikasikan sebagai overspel, hal mana
berbeda dengan pengertian berzina yang menganggap persetubuhan antara
pasangan yang belum menikah juga termasuk di dalamnya. (b) Persetubuhan
tidak direstui oleh suami atau pun isteri yang bersangkutan. Secara a contrario
dapat dikatakan kalau persetubuhan itu direstui oleh suami atau isteri yang
bersangkutan maka itu bukan termasuk overspel14.
Pasal 284 KUHP dijelaskan :
Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan :
Ke-1
seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal
diketahui bahwa Pasal 27 KUH Perdata berlaku baginya;
seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui
bahwa Pasal 27 KUH Perdata berlaku baginya.
Ke-2
seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya
bahwa yang turut bersalah telah kawin. Seorang wanita yang telah kawin yang
turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut
bersalah telah kawin dan Pasal 27 KUH Perdata berlaku baginya. Tidak dilakukan
penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana
bagi mereka berlaku Pasal 27 KUHPerdata, dalam tenggang waktu 3 bulan diikuti
dengan permintaan bercerai, atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.
Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73 dan 75 KUHP.
Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang
pengadilan belum dimulai. Jika bagi suami/istri berlaku Pasal 27 KUH Perdata,
pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena
perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur
menjadi tetap. Mengenai Pasal ini, R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksud
dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan
14 Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, Op.cit, hal. 60-61
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yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau
suaminya. Supaya masuk Pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan
dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Sehingga
apabila merujuk pada ketentuan KUHP yang berlaku saat ini, terdapat 4 (empat)
syarat agar seseorang dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan zina, yaitu :
melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suaminya atau
bukan istrinya. (Orang ini tidak harus telah menikah) dirinya tidak tunduk pada
Pasal 27 KUH Perdata. Pasangannya yang melakukan persetubuhan itu tunduk
pada Pasal 27 KUHPerdata, diketahuinya bahwa pasangannya melakukan
persetubuhan itu telah bersuami atau beristri, dan berlaku ketentuan Pasal 27
KUHPerdata berlaku bagi pasangannya bersetubuh itu. Apabila kita cermati lagi,
ketentuan perzinaan dalam KUHP yang berlaku saat ini bertujuan untuk
mengkriminalisasi pelaku perselingkuhan di mana salah seorang atau kedua
pelaku persetubuhan itu merupakan orang yang sudah terikat dengan ikatan
perkawinan sebelumnya. Selain itu Pasal 284 KUHP adalah merupakan delik
aduan absolut yang tidak memungkinkan perbuatan itu dipidana Jika tidak ada
yang mengadukan dari pihak yang dirugikan (suami atau istri yang dikhianati
pasangannya) dan, selama perkara itu belum diperiksa dimukan pengadilan. maka
senantiasa pengaduan itu dapat ditarik kembali. Dapat disimpulkan perancang
Pasal tersebut yang pada saat itu merupakan Pemerintah Kolonial Belanda
mengkriminalisasikan Tindak Pidana Perzinaan ini dengan alasan untuk menjaga
kesucian ikatan perkawinan bagi orang yang telah kawin. Selama kedua belah
pihak yang melakukan persetubuhan belum terikat dengan ikatan perkawinan
maka delik perzinaan tersebut belum dapat dikenakan.
2. Perluasan Tindak Pidana Perzinaan dalam R KUHP 2015
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2015 (R KUHP 2015)
yang sedang dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) masih
menyisakan banyak permasalahan. Terutama dalam hal tindak pidana yang diatur
dan bobot pemidanaannya. Di mana masih banyak tindak pidana yang dirasa
mengekang kebebasan warga negaranya dan overkriminalisasi. Adapun ketentuan
mengenai perzinaan juga mengalami perubahan yang sangat drastis apabila
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dibandingkan dengan ketentuan dari KUHP lama. Di mana terdapat perluasan
makna dari tindak pidana zina itu dalam rumusan Pasal R KUHP 2015. Dalam R
KUHP 2015, Tindak Pidana Zina diatur dalam Pasal 484 angka (1) sampai (4).
Adapun bunyi Pasal itu sendiri yaitu Pasal 484 dipidana karena zina, dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun: laki-laki yang berada dalam ikatan
perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya.
Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan
dengan laki-laki yang bukan suaminya. Laki-laki yang tidak dalam ikatan
perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui
bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan. Perempuan yang
tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal
diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau laki-laki
dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah
melakukan persetubuhan. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga
yang tercemar. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
berlaku ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 29. Pengaduan dapat ditarik
kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. Apabila
merujuk pada ketentuan zina dalam Rancangan Pasal 484 angka (1) sampai (4) R
KUHP 2015 tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan zina merupakan
tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh kedua orang yang tidak terikat dengan
ikatan perkawinan yang sah, baik satu atau kedua belah pihak sudah terikat
dengan ikatan perkawinan sebelumnya maupun kedua-duanya belum terikat pada
ikatan perkawinan. Tampak perluasan makna yang sangat luas dalam delik baru
ini. Apabila merujuk dengan ketentuan KUHP yang masih berlaku sekarang di
mana zina hanya berlaku bagi pelaku di mana salah seorang atau kedua pelaku
persetubuhan merupakan orang yang sudah terikat dengan ikatan perkawinan
sebelumnya, dibandingkan dengan ketentuan saat ini di mana siapapun yang
melakukan perbuatan persetubuhan tanpa ikatan perkawinan yang sah dapat
dijatuhi delik.
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ii. Overkriminalisasi Dalam Tindak Pidana Zina
Rumusan dari Rancangan Pasal 484 angka (1) sampai (4) R KUHP 2015
dapat disimpulkan bahwa Perumus Undang-Undang telah melakukan
overkriminalisasi terhadap semua pelaku persetubuhan yang tidak terikat oleh
ikatan perkawinan menjadi Tindak Pidana Zina. Dalam hal ini delik zina dalam R
KUHP 2015 terlalu jauh mengatur urusan warga negara yang bersifat privat dan
personal menjadi urusan yang bersifat publik.
Negara seharusnya tidak mencampuri urusan privat dari warga negaranya
namun harus nama menjaga hak-hak serta privasi dari warga negaranya. Dalam
hal tindak pidana zina ini, Negara telah melakukan pelanggaran Hak Asasi
Manusia dan pelanggaran kebebasan yang serius terhadap warga negaranya
apabila tetap memaksakan ketentuan mengenai zina yang baru ini berlaku. Selain
itu, ketentuan pemidanaan terhadap tindak pidana zina dalam R KUHP 2015 juga
dianggap terlalu tinggi, di mana ancaman hukuman bagi para pelaku zina adalah
penjara maksimal 5 (lima) tahun). Sedangkan dalam KUHP yang berlaku
sekarang, ancaman tindak pidana zina hanyalah 9 (Sembilan) bulan. Ancaman
pidana 5 (lima) tahun ini mengakibatkan tindak pidana zina merupakan kejahatan
yang sangat serius seoerti layaknya pencurian. Dapat kita lihat bersama bahwa
pembentuk undang-undang telah benar-benar melakukan overkriminalisasi di sini.
Sebagaimana kita ketahui bersama tindak pidana yang ancaman pidananya
minimal Penjara 5 (lima) tahun membuka wewenang kepada Penyidik untuk
melakukan penahanan kepada para Tersangka. Jadi dapat dibayangkan bahwa,
apabila ketentuan ini nantinya berlaku maka para tersangka pelaku persetubuhan
tanpa ikatan perkawinan yang sah yang ditangkap dapat diajukan penahanan.
Dapat dibayangkan apabila ketentuan ini berlaku maka hal ini digunakan oleh
para oknum penyidik untuk melakukan penahanan secara semena-mena terhadap
para tersangka pelaku persetubuhan. Dalam hal ini, penahanan akan dijadikan
senjata untuk menjatuhkan lawan politik yang memiliki indikasi perselingkuhan
atau persetubuhan dengan orang yang suami/istrinya. Lebih lanjut, permasalahan
klasik yang tidak kunjung usai di bidang penahanan yaitu overkapasitas rumah
tahanan dan lembaga permasyarakatan tidak akan kunjung selesai apabila
ketentuan-ketentuan pidana yang bersifat overkriminalisasi tetap dibiarkan
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berlaku ke depannya. Kita dapat membayangkan Rumah Tahanan, serta ruang-
ruang tahanan di Kepolisian dan Kejaksaan maupun lembaga pemasyarakatan
akan penuh dari orang-orang yang diduga atau dituduh melakukan persetubuhan
di luar nikah.
Negara tidak boleh terlalu jauh mencampuri urusan pribadi warga
negaranya, maka yang akan terjadi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan
kekacauan. Negara seharusnya melakukan tugasnya untuk menjamin
kesejahteraan warga negaranya. Permasalahan ketentuan mengenai pengaduan
dalam tindak pidana perzinaan yaitu permasalahan dari delik perzinaan,
sedangkan permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah ketentuan mengenai
pengaduan dalam Pasal 284 angka (2) dan (3). Yang pertama mengenai ketentuan
Pasal 284 angka (2) di mana disebutkan bahwa tindak pidana zina tidak dilakukan
penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar.
Dalam ketentuan tersebut terdapat hal yang rancu atau tidak jelas di mana pihak
ketiga yang tercemar dapat melakukan pengaduan terhadap mereka yang diduga
melakukan persetubuhan di luar kawin. Hal ini sangatlah berbahaya karena
batasan mengenai pihak ketiga yang tercemar juga belum jelas dan tidak memiliki
kepastian hukum. Siapapun yang merasa dirinya tercemar karena terdapat
perbuatan persetubuhan di luar nikah yang dilakukan orang lain dapat
mengadukan orang tersebut atas dugaan tindak pidana perzinaan. Sebagai contoh,
manajer suatu perusahaan dapat saja melaporkan anak buahnya yang diduga
melakukan perselingkuhan ataupun persetubuhan di luar nikah karena merasa
perbuatan itu merupakan skandal yang mencemarkan nama baik Perusahaannya.
Apabila hal ini dilakukan oleh orang-orang yang hanya tidak memiliki rasa tidak
senang atau benci secara personal kepada seseorang tentunya akan mengakibatkan
kekacauan ke depannya. Begitu pula dalam ranah politik dan pemerintahan,
seseorang dapat dengan mudah diadukan dengan dugaan telah melakukan
perzinaan dan hal itu membuat penyidik harus melakukan pemeriksaan terhadap
mereka yang diduga berzina tersebut. Sehingga seharusnya ketentuan mengenai
pihak ketiga yang tercemar ini diperjelas atau dihapuskan sama sekali saja, karena
yang berhak untuk mengadukan perzinaan tentu saja hanya suami atau istri dari
pelaku perzinaan tersebut. Selain permasalahan tersebut ketentuan Pasal 484
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angka (3) menyebutkan bahwa pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak berlaku ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 29.
Adapun Ketentuan Pasal 26, yaitu : dalam hal tertentu, tindak pidana
hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan. Tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan secara tegas dalam undang-undang.
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mensyaratkan adanya pengaduan secara mutlak, penuntutan dilakukan semua
pembuat, walaupun tidak disebutkan oleh pengadu. Dalam hal tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mensyaratkan adanya pengaduan secara
relatif, penuntutan hanya dilakukan terhadap orang-orang yang disebut dalam
pengaduan.
Sedangkan Ketentuan Pasal 27, yaitu : (1) Dalam hal korban tindak pidana aduan
belum berumur 16 (enam belas) tahun dan belum kawin atau berada di bawah
pengampuan maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah; (2) Dalam
hal wakil yang sah dari korban tindak pidana aduan belum berumur 16 (enam
belas) tahun dan belum kawin tidak ada, maka penuntutan dilakukan atas
pengaduan wali pengawas atau majelis yang menjadi wali pengawas; (3) Dalam
hal wakil yang sah dari korban yang berada di bawah pengampuan tidak ada maka
penuntutan dilakukan atas dasar pengaduan istrinya atau keluarga sedarah dalam
garis lurus; (4) Dalam hal wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada
maka pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping
sampai derajat ketiga atau majelis yang menjadi wali pengampu.
Selanjutnya, ketentuan Pasal 29, yaitu : (1) Pengaduan dilakukan dengan cara
menyampaikan pemberitahuan dan permohonan untuk dituntut; (2) Pengaduan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada pejabat yang
berwenang.
Dapat dilihat bahwa ketentuan Pasal 26, 27 dan 29 telah mengatur dengan
sangat rinci perihal mekanisme melakukan pengaduan dalam delik aduan.
Ketentuan Pasal 484 angka (3) yang menyebutkan bahwa ketentuan dalam Pasal
26, 27 dan 29 ini tidak berlaku mengakibatkan pengaduan atas ketentuan tindak
pidana Pasal 484 menjadi tidak memiliki kepastian hukum sendiri. Sehingga
dengan kata lain ketentuan Pasal 484 angka (3) ini telah menyimpangi syarat-
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syarat pengaduan sesuai rancangan KUHP. Dan akan sangat berbahaya ke
depannya apabila Penyidik diperbolehkan untuk menafsirkan Pasal tersebut sesuai
dengan tafsirannya sendiri.
iii. Rekomendasi
R KUHP 2015 merupakan rancangan peraturan hukum pidana yang
mengatur semua aspek kehidupan bermasyarakat dalam bingkai negara kesatuan
republik Indonesia. Sejatinya delik-delik dalam R KUHP haruslah tidak
mengekang kebebasan warga negaranya serta tidak memberikan wewenang
kontrol yang berlebihan dari aparat penegak hukum terhadap warga negara.
Sebagaimana telah diulas bahwa Ketentuan Pasal 484 angka (1) sampai (4) R
KUHP 2015 yang mengatur tentang perzinaan merupakan ketentuan yang
diperluas daripada ketentuan mengenai perzinaan dalam KUHP yang berlaku
sekarang, namun ketentuan baru ini sangat mencampuri urusan pribadi warga
Negara karena semua orang yang melakukan persetubuhan di luar nikah dapat
dikenakan delik perzinaan. Seharusnya ketentuan Pasal 484 angka (1) huruf e ini
dihilangkan karena dikhawatirkan akan mengganggu kebebasan individu. Lebih
lanjut pemidanaan yang terlampau tinggi yaitu 5 (lima) tahun terhadap pelaku
perzinaan juga haruslah dikaji ulang. Karena hal ini menjadikan tindak pidana
zina menjadi tindak pidana yang sangat serius. Seharusnya ketentuan mengenai
zina ini tetap mengacu pada ketentuan mengenai zina dalam KUHP yang saat ini
berlaku tanpa melakukan overkriminalisasi dan perluasan makna yang hanya akan
berujung kepada pengekangan hak individu dan kekacauan serta kriminalisasi di
mana-mana. Selain itu ketentuan mengenai pengaduan yang diatur dalam Pasal
484 angka (2) yang memberikan kewenangan kepada Pihak Ketiga yang Tercemar
untuk melakukan pengaduan juga haruslah dihapuskan selama definisi dari Pihak
Ketiga yang Tercemar ini belum dapat dijelaskan secara matang. Dikhawatirkan
ketentuan ini akan digunakan oleh Oknum Aparat untuk memaksa seseorang
melakukan pengaduan perzinaan secara by design karena permasalahan politik
dan lain sebagainya. Selanjutnya, ketentuan Pasal 484 angka (3) yang
menyebutkan bahwa ketentuan mengenai Pengaduan dalam Pasal 26, 27 dan 29
tidak berlaku juga merupakan ketentuan yang tidak tepat dan berbahaya sehingga
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ketentuan ini haruslah dihilangkan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum
dalam ketentuan R KUHP 2015 itu sendiri yang dikhawatirkan akan menimbulkan
kekacauan dalam penerapannya nanti apabila RUU ini telah disahkan menjadi
KUHP. Meskipun dalam perancangan ketentuan ini Pembuat Undang-Undang
mempertimbangkan norma kesusilaan sehingga memasukkan perluasan makna
perzinaan dalam R KUHP ini namun seharusnya dalam pembuatan peraturan
perundang-pndangan, para perancang memperhatikan asas kemanfaatan dari Pasal
yang dirancang tersebut. Apakah Pasal itu nantinya akan menciptakan ketertiban
atau malah sebaliknya Pasal tersebut akan menciptakan kekacauan. Negara
seharusnya dapat menjaga hak-hak warga negaranya dan bukan malah meneror
kebebasan dari warga negaranya, sehingga ketentuan-ketentuan pidana yang
dirasa overkriminalisasi dan mengekang kebebasan warga negara patut untuk
dikaji ulang dalam pembahasan R KUHP 2015 ini.
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C. PENUTUP
1. Kesimpulan
Berdasarkan paparan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ;
Konsep perbuatan zina sebagai delik atau tindak pidana menurut nilai
moral bangsa Indonesia berbeda dengan konsep perbuatan zina sebagai delik
menurut KUHP. Perbuatan zina menurut nilai sosial bangsa Indonesia ialah
semua perbuatan yang dinilai menciderai nilai kesusilaan seperti disebutkan
dalam istilah gendak  atau  mukah, kumpul kebo, hingga perbuatan asusila
lainnya seperti berciuman dan berpelukan mesra yang dilakukan ditempat umum
atau disaksikan oleh orang lain. Dalam konsep menurut KUHP, yang dimaksud
dengan zina terbatas pada perbuatan zina sebagai persetubuhan mengingat yang
dimaksud dengan zina didalam KUHP itu sendiri adalah Overspel atau gendak
yang terpaku pada adanya “hubungan persetubuhan” dimana perbuatan itu dapat
dibuktikan. Pengertian zina dalam pandangan masyarakat di Indonesia lebih
kepada hubungan antara laki-laki dan perempuan baik itu persetubuhan maupun
perbuatan lain yang dinilai bertentangan dengan norma sosial karena tidak
didasari oleh suatu hubungan pernikahan. Dalam hal ini perbuatan zina yang
dimaksud ialah perbuatan persetubuhan dan asusila lainnya yang dilakukan oleh
mereka yang sudah menikah maupun yang belum menikah.  Sementara
pengertian zina dalam KUHP terbatas pada mereka yang melakukan
persetubuhan adalah orang yang sudah terikat perkawinan. Dalam hal ini, KUHP
hanya memidana orang yang telah merendahkan hubungan   perkawinan.
2. SARAN
Berdasarkan analisis dari kesimpulan diatas, selanjutnya akan disarankan hal-hal
berikut sebagai pemecahan masalah :
1. Perlu dilakukan revisi terhadap KUHP, mengingat secara historis KUHP
merupakan produk hukum zaman kolonial yang sifatnya sudah tentu
tertinggal dari perkembangan budaya dan peradaban bangsa Indonesia.
Pembaharuan terhadap KUHP, khususnya pada Bab XIV tentang
kejahatan terhadap kesusilaan diharapkan akan memberi perubahan
bukan saja dalam hal penegakan hukum, melainkan juga sebagai langkah
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dalam proses kemandirian hukum nasional, dimana hukum yang
diterapkan dalam menyelesaikan perkara dipengadilan adalah hukum
yang mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia karena berasal dari
nilai-nilai sosial masyarakat yang diangkat  kedalam bentuk suatu
peraturan atau kodifikasi hukum. Ancaman hukuman harus diperberat dan
dihukum semaksimal mungkin agar dapat membuat jera para pelaku
tindak pidana perzinaan.
2. Perlu diatur dalam suatu perundang-undangan mengenai wewenang
Mahkamah Agung dalam melakukan penerobosan terhadap pasal ataupun
suatu Peraturan perundang-undangan yang dirasa akan mengurangi
wewenang Mahkamah Agung sebagai lembaga yang memiliki sifat
independen. Peraturan dalam hal membatasi pengajuan permohonan
kasasi sudah seharusnya diperbaharui mengingat banyaknya putusan
banding yang diajukan permohonan kasasinya ke Mahkamah Agung.
3. Tindak pidana perzinahan tidak perlu lagi sebagai delik aduan. Tindak
pidana perzinahan dapat juga menjadi delik biasa setelah ada informasi
atau laporan dari masyarakat. Apabila ada laporan, seringkali jika
melibatkan pejabat atau nama-nama orang besar mengakibatkan pelapor
mengalami rasa takut dan tidak berani untuk melaporkan tindak pidana
perzinaan itu sendiri.
4. Moral dari manusia sangat terganggu dengan banyaknya tindak pidana
perzinaan yang terjadi di Indonesia. Etika dalam kehidupan
bermasyarakat dapat menghancurkan moral generasi penerus bangsa.
Bagaimana moral tidak terjaga yang mengikuti kebiasaan masyarakat
barat yang begitu bebas dan tidak bermoral. Sebagai bangsa timur yang
menjunjung etika dan tata krama yang baik, maka moral anak bangsa kita
sudah seharusnya baik dan santun.
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